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Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah Tindak pidana 
Penghinaan (Analisis Kasus Putusan Nomor: 915/PId/B/2012/PN/Mks). Hal ini 
dilatarbelakangi banyaknya kasus-kasus mengenai tindak pidana penghinaan di 
Pengadilan Negeri Makassar Sehingga perlu diketahui, faktor-faktor penyebabnya  1) 
kuranya pendidikan moral sehingga mudah untuk melakukan sebuah perbuatan yang 
menimbulkan tindak pidana penghinaan  terhadap seseorang 2) kuranya memahami 
ajaran agama secara benar seperti yang di jelakan dalam  Al-Qur’an yakni Q,S Al-
Hujurat : Ayat 11 yang Artinya: janganlah kalian saling mencelah karna boleh jadi 
yang kau celah jauh lebih baik daripada yang mencelah, janganlah suka mencelah 
dirimu sendiri dan janganlah saling mengejek dengan gelarang yang jelek karna 
sejelek –sejelek gelarang fasik setelah beriman dan barang siapa yang tidak beriman 
maka mereka itulah orang-orang dzalim. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis menggunakan 
metodelogi yaitu 
1) Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, 2) Studi dokumen 
terhadap data yang ada di Pengadilan Negeri Makassar, 3) Analisis data. Yaitu 
penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang mana penulis menggunakan 
deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
seorang  mengajukan tuntutan di pengadilan Negeri Makassar   adalah: jika seorang 
tersebut merasa di hina  dan  rugikan  selaku korban tindak pidana penghianaan  
Kesimpulan pertama dalam penerapan hukum piadan materil tentang Delik 
Penghinaan yang di terapkan  Jaksa Penuntut Umum di mana dalam delik penghinaan 
terhadap perkara tersebut  memberikan dakwaan  kepada terdakwa Mardian bin Sade 
Alias Ibu Jalil dengan rumusan Pasal yakni Pasal 335 KUHPidana dan Pasal 310. 
Dengan sanksi pidana paling lama sembilang bulan atau denda paling banyak tiga 
ratus rupiah. 
Seorang  Korban sebelum mengajukan gugatan permohonan Kepada 
Pengadilan Negeri Makassar. Hakim  memberikan pengertian, pemahaman kaepada 






A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional indonesia yang berlangsung hingga saat ini 
bertujuan membangun indonesia seutuhnya. Dalam pergaulan kehidupan 
bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, merupakan proses interaksi yang saling 
membutuhkan. Terkadang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan bermasyarakat 
sebagai kehidupan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang berkelanjutan 
sebagai konflik/pertentangan, baik antar perseorangan maupun kelompok bahkan 




Konflik/pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan 
perbuatan untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik yang dapat 
merugikan. Masyarakat yang nama baiknya tercemar akan kehilangan hak 
konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang 
menurut nalar dan akal sehat perbuatan memfitnah dan pencemaran nama baik 
tersebut jelas merugikan.,Penghinaan Abu Lahab ketika Nabi baru memulai 
dakwah kepada tauhid, memulai dengan menyeru kerabat-kerabatnya maka 
bangkitlah seseorang menampakan penghinaan yang nyata, yang dia adalah 
pamannya sendiri, dalam firman Allah swt QS Al- Hujurat 49/11: 
                        
                          
                    
                                                             
1Prasetya, “Peranan Pers Dalam Membangun Nasional”,  Prasetya 






“Wahai orang orang yang beriman janganlah sautu kaum mengolok-
ngolok kaum yang lain karna, boleh jadi kaum yang di celah lebih baik 
dari pada kaum yang mencelah dan janganlah perempuan  mencelah  
perempuan yang lain karna boleh jadi perempuan yangdi jelah jauh lebih 
baik dari pada yang mencelah,dan janganlah suka mencelah dirimu sendiri 
dan janganlah saling mengejek dengan gelarang yang jelek karna serelek 
sejelek gelarang fasik setelah beriman dan barang siapa yang tidak 
beriman maka mereka itulah orang-orang dzalim”.2 
Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik ini oleh pasal 310 
KUHPidana dirumuskan sebagai dengan sengaja menyerang kehormatan atau 
nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu 
(bepaald feit) dengan tujuan nyata (ruchtbaarheid geven). Selanjutnya, disebut 
suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik 
orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan penghususan 
atau sifat dari tindak pidana penistaan. 
Di Indonesia, penghinaan sudah lama menjadi bagian dari hukum pidana 
dan hukum perdata Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia mewarisi sistem 
hukum yang berlaku pada masa Hindia Belanda. KUHPidana dan KUHPerdata, 
yang memuat aturan-aturan dasar mengenai penghinaan, yang saat ini digunakan 
juga diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri dikukuhkan 
legitimasinya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Walupun beberapa 
tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan terhadap KUHPidana khususnya 
sejak Pasal 134, 136 bis, dan 137KUHPidana, oleh Mahkamah Konstitusi, 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. 
1945. 
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Hukum penghinaan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam dua 
kelompok besar yaitu kelompok hukum pidana dan kelompok hukum perdata. 
Kelompok hukum pidana, diatur dalam KUHPidana Pasal 310 sampai dengan 
Pasal 321 KUHPidana dan beberapa UU lain yang juga memuat ketentuan 
penghinaan dalam beberapa pasalnya. Sementara kelompok hukum perdata diatur 
secara khusus dalam Pasal 1371 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. 
Namun begitu, KUHPidana sendiri tidak memberikan rumusan atau 
defenisi yang dimaksud dengan penghinaan. Secara khusus yang ditentukan dalam 
KUHPidana mengenai penghinaan adalah elemen-elemen tindak pidana menista 
dan fitnah sebagaimana di tentukan dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. 
Tak hanya cukup dengan ketentuan penghinaan dalam KUHPidana, sejak 
1998 pemerintah dan DPR juga memperkenalkan berbagai undang-undang baru 
yang memuat ketentuan penghinaan, yang pada dasarnya sama dengan yang telah 
ada dalam KUHPidana.  
Dalam kelompok hukum pidana, penghinaan tidak hanya diatur dalam 
KUHPidana, namun juga diatur kembali dalam:
 
1. Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; 
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
Dalam praktiknya, seseorang yang merasa terhina dapat melakukan 
penuntutan secara pidana dan melakukan penggabungan perkara untuk meminta 
ganti kerugian secara perdata, atau secara terpisah melakukan penuntutan pidana 
dan melakukan gugatan perdata, atau memilih salah satunya. Terkait hal ini, 
terdapat problem mendasar apabila tuntutan secara pidana dan gugatan secara 





hasil yang dicapai dalam perkara pidana dan perkara perdata.Disparitas putusan 
ini telah terjadi dalam perkara yang dialami Prita Mulyasari. 
 Dalam perkara perdata, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Prita 
Mulyasari tidak terbukti melakukan penghinaan.
 
Sebagaimana di atur Sementara 
dalam perkara pidana, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Prita Mulyasari 
telah bersalah melakukan penghinaan Pasal 27  
Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronika.
 
Hal lain yang menjadi penting adalah tidak adanya alasan-alasan yang luas 
mengenai pembelaan yang diperkenankan dalam perkara-perkara penghinaan. 
Berbeda dengan pengaturan di negara-negara lainnya, KUHP dan KUHPerdata 
Indonesia hanya membolehkan pembelaan berdasarkan alasan kepentingan umum 
dan adanya pembelaan diri karena terpaksa.
 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji dan 
menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana penghinaan 
dengan mengangkat judul “Tindak Pidana Penghinaan” (Studi Kasus Nomor: 
915/PID.B/2012/PN.MKS). 
B. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus 
Fokus Penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup 
yang akan diteliti. Olehnya itu pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 
penelitiannya mengenai putusan terhadap korban tindak pidana penghinaan  agar 
memperoleh kepastian hukum dalam persidangan dipengadilan Negeri Makassar, 
tuntutan hak untuk  memperoleh perlindugan hukum  sebagai warga Negara yang 
merasa dirugikan  olehnya itu,  demi menghindari kekeliruan terhadap pengertian 






Putusan  menurut penulis adalah kesimpulan terakhir mengenai hukum 
dari hakim serta memuat akibat-akibatnya yang di timbulkan mengenai tindak 
pidana penghinaan,juga memberikan danpak efek jera terhadap pelaku tindak 
pidana selain dari pada itu, juga memberikan dampak positif bagi korban tiandak 
pidana karna menadapatkan  kepastian hukum,keadilan,dan kemanfaatan. 
Penghinaa  menurut penulis adalah seorang yang tertindas atau di aniaya 
bukan secara fisik akan tetapi tertekan secra psikologi atau membuat orang 
tersebut merasa di ijak-injak harga dirinya. 
Di Indonesia sekarang ini banyak problem hukum yang sering terjadi di 
kalangan masyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi dan inforasi yang 
merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penghinaan yang kerap 
terjadi di kalangan masyarakat sekarang saat ini melalui media sosial. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis 
merumuskan masalah pokok untuk dipecahkan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah aturan hukum dalam perundang-undangan tentang delik 
penghinaan. 
2. Bagaimanakah penerapan hukum dan sanksi perundang-undagan atas 
kasus Putusan Nomor: 915/PID.B/2012/PN.MKS? 
D. Kajian Pustaka 
Pembahasan ini membahas tentang tindak pidana penghinaan, setelah 
menelusuri berbagai macam reverensi yang bekaitan dengan pembahasan ini 
penulis menemukan beberapa  buku yang berkaitan dengan penghinaan yaitu: 
Menurut R.Sosilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undag-Udang 





Penghinaan  adalah suatu perbuan menyerng kehormtan dan nama baik 
seseorang, Yang di serang ini biasanya malu karna karna kehormatan yang di 
serang di sini menyangkut tentang nama baik bukan kehomatan dalam lapangan 
seksual. 
Dalam penjelasan pasal 351 KUHP,mengatakan penghinaan itu di lakukan 
dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan‟‟, misalnya dengan mengtakn 
anjing, sundel, bajingan,dan sebagainya.ini merupakan penghinaan ringan. 
Menurut R.Sugandhi, S.H. tekait dengan pasal 318 KUHP Sebagaimana di 
ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dengan sengaja melakukan perbutan 
yng menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat suatu tindak pidana, 
misanya secara diam-dianm menaruh barang hasil dari kejahatan dirumah orng 
lain,dengan maksuk orang itu di tuduh mekalukan kejahatan. 
Adapun bentuk-bentuk penghinaan yaitu: 
1. Penistaan pasal 310 ayat (1) KUHP 
Menurut R.Soesilo, supya dapat di hukum menurut pasal ini maka 
penghinaan ini dapat di lakukan dengan cara „‟menuduh seseorang telah 
melakukan perbuttan tertentu,dengan maksud tuduhan itu tersiar. 
2. Penistaan dengan surat dalam pasal 310 ayat (2) KUHP 
3. Pengaduan palsu/pengaduan fitnah(pasal317 KUHP) 
Kitab Udang-Udang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: 
1. Memasukan surat pengaduan palsu tentang seseorang kepada pembesar 
negeri. 
2. Menyuruh seseorang menukiskan surat pengaduan yang palsu tentang     
orang  kepada pembesar Negeri sehinga nama baik orang terrsebut 






E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimna aturan hukum dalam perundang –undagan 
tentang delik penghinaan. 
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan  hukum dan sanksi atas kasus 
Putusan Nomor:915/PID.B/2012/PN.MKS. 
   Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Segi Praktis 
a. Dapat memberikan informasi dan sebagai bahan pertimbangan ataupun saran 
yang berfungsi sebagai masukan bagi masyarakat luas dalam hal pemahaman 
secara umum tentang tindak pidana penhinaan. 
b. Sebagai bahan pertimbangan  untuk menkaji lebih jauh tentang tindak pidana 
penghinaan yang sering kali terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. 
2. Segi Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi 
pengembang ilmu pengetahuan hukum khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  sebagai bahan pemikiran dan 
khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana. Selain itu 
penelitian ini dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin 
mengadakan penelitian yang sejenis. 
a. Penghinaan materiil  
Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan 
yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang 





tertulis maupun lisan  masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa 
tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 
b. Penghinaan formil  
Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan 
bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya 
yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah 
dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan 
kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan 
tersebut  ditutup. 
Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana 
ketentuan Pasal 310. 
Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah 
terdapat pada pencemaran Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan 
nama baik dan kehormatan orang,oleh sebab itu pencemaran dapat dianggap 
sebagai bentuk standar penghinaan,Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan 
sifat melawan hukum perbuatan Pencemaan tidak dipidana apabila dilakukan 
demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membeladiri. 
Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak 
mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat 
penghinaan.Dengan hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan 
pembuatnya berhak melakukan  untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan 
umum.Disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk 






Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu. Sementara 
itu, untuk dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat 
yaitu:  
1. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang 
lain yang bersifat melawan hukum. 
2. Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus 
dapat membuktikan syarat-syarat tersebut. 
Objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau 
“martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”. 
Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan 
pada objek orang semata,tetapi pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan 
yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI 
(Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), 
bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang 
negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP). 
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini: 
1. Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 
bis dan 137 KUHP). Oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 
tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
2. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP) 
3. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 
KUHP). 
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI 
(Pasal 154a KUHP). 





6. Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 
Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
7. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 
dan 157 KUHP). 
8. Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 
KUHP). 
9. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama, yaitu: 
10. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a). 
11. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 
177 butir 1 KUHP). 
12. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 





A. Delik Penghinaan  
Istilah tindak pidana oleh beberapa pakar hukum pidana menyebutnya 
dengan kata delik, Kata delik sendiri berasal dari bahasa latin, yakni delictum. 
Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Menurut beliau 
kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” tidak 
menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 
keadaan yang konkrit. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang 
ditinjau adalah peristiwa (feit) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja 
menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.1 Wirjono 
Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan pidana. 
Menurut Hazewinkel-Suringa,bahwa: istilah strafbaar feit setelah 
dipertimbangkan masak-masak dan direnungkan sedalam-dalamnya terpilih untuk 
setiap tingkah laku yang dilarang disertai ancaman pidana baik ia terdiri atas 
berbuat (doen), maupun atas pengabaian (nalaten: mengabaikan). 
Beliau mengemukakan kritik Van der Hoeven yang mengusulkan istilah 
strafwaardig feit, seperti juga yang dikemukakan van Hamel. Hazewinkel-Suringa 
menolak istilah itu, dengan alasan bahwa tiap-tiap peristiwa yang bernilai untuk 
dipidana (straf waard) belum tentu dapat dipidana, maka karena itu perbaikan 
Van der Hoeven tidak dapat diterimanya. Beliau menyatakan bahwa kata delict 
kurang dapat dibantah kebenarannya, oleh karena itulah istilah Strafbaar feit telah 
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1. Vos menyatakan delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum 
berdasarkan undang-undang.  
2. Van Hamel menyatakan delik adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap hak-hak orang lain.  
Simons menyatakan bahwa:“Strafbaar feit (terjemahan harafiah: peristiwa 
pidana) ialah perbuatan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) 
seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons 
adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi Dolus (sengaja) dan culpa lata 
(alpa dan lalai). Dari rumusan tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur 
perbuatan pidana (criminal act) yang meliputi sifat dan perbuatan melawan 
hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability) yang 
mencakup kesengajaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.” 
Dalam beberapa rumusan tindak pidana kita dapat menjumpai 
disebutkannya beberapa syarat tertentu yaitu: 
1. Bahwa cara untuk melakukan suatu tindak pidana atau sarana yang 
digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut haruslah memenuhi 
syarat-syarat tertentu; 
2.  Bahwa subyek maupun obyek dari suatu tindak pidana itu haruslah 
mempunyai sifat-sifat tertentu; dan  
3.  Bahwa waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu haruslah 
sesuai dengan syarat-syarat tertentu. 
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Sifat melawan hukum materiil berarti melanggar atau membahayakan 
kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang 
dalam rumusan delik tertentu. 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum 
(wederrechttelijk). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum 
subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi 
Negara keadaan di mana paksaan dan tekanan yang sedemikian kuatnya pada diri 
seseorang, sehingga tidak dapat lagi berbuat sesuatu selain yang terpaksa 
dilakukan atau apa yang terjadi. 
Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang 
menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.
3
 
Demikian halnya dengan istilah penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang 
dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua 
unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat 
subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat 
dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan 
yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus di luar 
Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran nama baik. 
Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung 
unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, 
objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan 
pada perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada 
“pengaduan fitnah” meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan 
pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran 
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(menyerang kehormatan dan nama baik) namun sifat kedua kejahatan itu adalah 
sama., keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain 
mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam 
pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai 
kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah 
tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang. 
Kejahatan penghinaan membedakannya menjadi panghinaan umum (diatur 
dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI 
buku II KUHP). Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau 
martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat 
pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan 
harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat 
komunal atau kelompok. 
Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsurnya 
adalah sebagai berikut: 
1. Dengan sengaja; 
2. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; 
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan 
4. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.  
Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 
310 KUHP adalah sebagai berikut: 
1. Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud  
Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja 
(opzettelijk) dan maksud atau tujuan. walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah 
juga kesengajaan (dalam arti sempit), yang disebut dengan kesengajaan sebagai 







berbeda. sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan 
atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara sikap batin 
“maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa 
yang dituduhkan pada orang itu. 
Maka unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini: 
a. Perbuatan menyerang 
Perbuatan menyerang, tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang 
diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan 
dan perasaan mengenai nama baik orang. 
b. Objek: kehormatan atau nama baik orang 
Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan 
dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (goedennaam) orang  rasa 
harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono 
Projodikoro adalah menjadikan ukuran dariadalah intinya objek dari setiap 
penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran 
dari penghinaan rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri 
dibidang kehormatan, dan rasa harga diri di bidang nama baik. 
Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa 
harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan 
menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan orang, 
dengan menggunakan kata/kalimat dengan menuduhkan suatu perbuatan 
tertentu.Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu, 
dan bukan hal lain misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak 








B.   Tinjauan Yuridis Terhdap Tindak Pidana Penghinaan. 
1. Pencemaran/Penistaan tertulis  
Pasal 310 ayat (2) tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi: 
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka, diancam karena pencemaran 
tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
RumusanPasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut:  
a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1) 
b. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui: 
1) Tulisan atau  gambar; 
2) Yang disiarkan; 
3) Yang dipertunjukkan di depan umum; dan 
4) Yang ditempelkan. 
Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang 
dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik 
kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas 
pengaduan.  
Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran Nama 
baik.Hukum pidana mengatur penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana BAB XVI, Pasal 310 sampai Pasal 321, di antaranya adalah: 
1. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai pencemaran menyebutkan:  
“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau Nama baik seorang, 
dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara 
paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. 
2. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis menyebutkan:  
“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 







karena pencemaran tertulis, diancampidana penjara paling lama satu 
tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”.4 
Kejahatan Fitnah telah dirumuskan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP 
mengenai memfitnah menyebutkan:  
“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, 
dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan 
itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan 
dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.  
C.  Bentuk-Bentuk Penghinaan. 
1. Penghinaan Ringan  
Bentuk penghinaan ringan ada dalam pasal 315 KUHP pidana yang 
berbunyi:  
“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau 
pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka 
umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan 
lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau perbuatan, 
atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakankepadanya, diancam 
karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan 
perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, 
diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 
empat bulan duaminggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima 
ratus rupiah”. 
2. Pengaduan Fitnah  
Bentuk penghinaan lainnya yang disebut dengan pengaduan fitnah 




a. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan 
palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang 
seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena 
melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun, 
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b. Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1 sampai 3 dapat 
dijatuhkan. Kejahatan menimbulkan persangkaan palsu terdapat dalam Pasal 
318 KUHPidana yang berbunyi: 
“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara 
palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu 
perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.  
3. Penghinaan mengenai orang yang meninggal  
Kejahatan Penghinaan mengenai orang yang sudah meninggal dunia ada 2 
(dua) macam yaitu:  
a.  Penghinaan mengenai orang meninggal  adalah berupa pencemaran atau 
pencemaran tertulis, dirumuskan dalam Pasal 320 ayat (1). Bentuk penghinaan 
orang meninggal adalah bentuk khusus dari pencemaran atau pencemaran 
tertulis. 
b. Penghinaan mengenai orang yang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, 
mempertunjukkan atau menempelkan tuliskan atau gambar dimuka umum 
yang isinya mencemarkan nama baiknya dirumuskan dalam Pasal 320 ayat 
(1). 
Adanya hubungan antara kehormatan dan Nama baik dalam 
halpencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya 
masing-masing. 
Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, 
dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota 
masyarakat yang terhormat. 
Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian 
secara umum menyerang kehormatan seseorang.Rasa hormat dan perbuatan yang 
termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut 







Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus 
ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa 
tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih 
sangat muda belum dapat merasakan tersinggung  dan bahwa seorang yang sangat 
gila tidak dapat merasa tersinggung itu.
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Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang 
perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang 
selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, 
sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu 
masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks 
perbuatannya. 
Pencemaran Nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada 
dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan 
dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan.  
Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi 
keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang 
kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian 
juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang 
dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau 
Nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah 
melakukan penghinaan. 
Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: 
“menyerang kehormatan atau nama baik (aanranding of geode naam)”.Salah satu 
bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan 
dilakukan dengan menuduhkan sesuatu. 
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Pencemaran Nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 
pencemaran nama baik secara lisan, dan  nama baik secara tertulis. Dalam 
bukunya, OemarSeno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan 
istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi sebagai berikut:
7
 
4. Penghinaan materiil  
Penhinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan 
yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang 
menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara 
tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa 
tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum. 
5. Penghinaan formil  
Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan 
bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya 
yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah 
dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan 
kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan 
tersebut adalah ditutup. 
Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) bersumber pada pencemaran sebagaimana ketentuan 
Pasal 310. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut mengandung sifat yang sama, ialah 
terdapat pada pencemaran. Setiap bentuk penghinaan selalu bersifat mencemarkan 
nama baik dan kehormatan orang, oleh sebab itu pencemaran dapat dianggap 
sebagai bentuk standar penghinaan. 
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Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum 
perbuatan.Pencemaan tidak dipidana apabila dilakukan demi kepentingan umum 
atau karena terpaksa untuk membela diri. 
Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak 
mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat 
penghinaan. 
Dengan hapusnya sifat melawan hukum sama artinya dengan pembuatnya 
berhak melakukan.Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum 
disamping memang sangat perlu, dan bukan semata-mata untuk kepentingan 
pribadi pembuatnya sendiri. Melainkan untuk kepentingan orang lain (umum). 
Juga isi yang disampaikan haruslah benar, tidak boleh palsu. Sementara itu, untuk 
dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat yaitu: 
a. Pertama, harus terlebih dulu ada perbuatan - berupa serangan oleh orang lain 
yang bersifat melawan hukum.  
b. Kedua, bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus dapat 
membuktikan syarat-syarat tersebut. 
6. Penghinaan Umum 
Ada beberapa macam penghinaan yang masuk dalam kelompok 
penghinaan umum, ialah: 
a. Pencemaran/penistaan lisan 
Penistaan yang di rumuskan dalam pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:
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b. “barangsiapa yang sengaja menyerang kehomatan orang lain atau nama baik 
seseorang menuduhkan sesuatu perbuatan,dengan maksudnya terang supaya 
hal tersebut di ketahui oleh umu,di ancam karana pencemaran dengan pidana 
paling lama sembilang bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,-”. 
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c. Perbuatan menyerang 
Tindakan yang bukan menyerang secara fisik tapi perasaan megenai 
kehormatan dan nama baik seseorang yang menyagkut masalah harga diri. 
d. Penghinaan tertulis 
Pasal 310 ayat(2) yang berbunyi: jika hal itu di lakukan dengan tulisan atau 
gambar yang dipertunjukan atau di temple secara terbuka,di ancam karna 
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan 
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
e. Penghinaan ringan 
Dalam pasal 315 KUHAP pidana yang berbunyi: tiap-tiap pencemaran baik 
tulisan maupun lisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau 
perbuatan dengan surat yang di terima kepadanya, di ancam karna perbutanya 
dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua mimggu atau denda 
empat ribu lima ratus rupiah. 
1. Pengaduan fitnah 
Dirumuskan dalam pasal 317 KUHPidana pasal 317 yang selengkapanya 
sebagai berikut: 
a. Barang siapa dengan sesuatu perbutan sengaja menimbulkan secara palsu 
persankaan dengan seseorang sehingga kehomatan atau Nama baiknya 
terserang di ancam dengan pengaduan fitanah, dengan pidana penjara paling 
lama empat tahun. 
b. Pecabuatn hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHPidana. 
2. Penghinaan orang yang meniggal 
Penghinaan orang yang meniggal adalah berupa pecemaran atau 
pencemaran tertulis, di rumuskan dalam pasal 320 ayat (1). 







Bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab XVI Buku II dapat disebut dengan 
penghinaan umum, yang mengandung sifat yang lain dari penghinaan yang diatur 
di luarnya yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan 
penghinaan umum, karena terdapat dua alasan: penghinaan yang diatur di luarnya 
yang dapat disebut dengan penghinaan khusus. Disebut dengan penghinaan 
umum, karena terdapat dua alasan: 
1. Bentuk-bentuk penghinaan tersebut dumuat dalam satu bab yakni Bab 
XVI Buku II. Karena dimuat dalam satu bab maka semua bentuk kejahatan 
yang dirumuskan sebagai bagiannya tentulah mempunyai sifat dan ciri 
yang sama.  
2. Sifat dan ciri yang sama ini ialah bahwa semua bentuk penghinaan di 
dalamnya mengandung sifat penghinaan bagi pribadi-pribadi orang, atau 
bersifat individu. Rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baik 
orang yang menjadi objek penghinaan umum adalah pribadi-pribadi 
tertentu. Secara jelas siapa orang yang rasa harga dirinya mengenai 
kehormatan dan nama baiknya yang diserang, dan siapa pula yang berhak 
mengajukan pengaduan tertera secara jelas. Adanya pihak-pihak yang 
diberi hak untuk mengajukan pengaduan dalam penghinaan (orang yang 
terkena kejahatan atau ahli warisnya) adalah sebagai indikator bahwa sifat 
pribadi dari kejahatan penghinaan ini sanga menonjol.  
Sementara, itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus 
yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke 
dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi 
sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. 
 Oleh karena berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di lur Bab 







penghinaan khusus tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada 
umumnya yang diatur dalam Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat 
yang sama diantara bentuk-bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama 
ini dapat dilihat pada objek penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan 
harga diri” atau “martabat mengenai kehormatan atau nama baik orang”. 
Sementara, itu, tindak pidana yang diberi kualifikasi penghinaan khusus 
yang terdapat di luar Bab XVI yang tersebar pada beberapa pasal yang masuk ke 
dalam bab yang berbeda-beda objeknya atau kepentingan hukum yang dilindungi 
sebagai dasar pengelompokan masing-masing tindak pidana. Oleh karena 
berbeda-beda dasar pengelompokan penghinaan di lur Bab XVI inilah, maka tidak 
salah disebut sebagai penghinaan khusus. Sebagai bentuk penghinaan khusus 
tertentu berlainan sifat dan ciri dari penghinaan pada umumnya yang diatur dalam 
Bab XVI. Meskipun demikian, masih ada juga sifat yang sama diantara bentuk-
bentuk penghinaan khusus tersebut. Sifat yang sama ini dapat dilihat pada objek 
penghinaan, yakni mengenai “rasa” atau “perasaan harga diri” atau “martabat 
mengenai kehormatan atau nama baik orang”. 
Adapun perbedaan lain, ialah penghinaan umum hanya dapat dilakukan 
pada objek orang semata. Tetapi, pada penghinaan khusus, ada bentuk penghinaan 
yang dilakukan bukan pada orang tetapi pada badan, misalnya pemerintah RI 
(Pasal 154 KUHP), atau ada yang dilakukan pada agama (Pasal 156a KUHP), 
bahkan ada penghinaan yang dilakukan terhadap benda bendera dan lambang 
negara (Pasal 142a dan Pasal 154a KUHP). 
Adapun bentuk-bentuk penghinaan khusus, disebutkan di bawah ini:  
1. Penghinaan terhadap kepala Negara RI dan atau wakilnya (Pasal 134, 136 







tanggal 6 Desember 2006 Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
2. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat (Pasal 142 KUHP)   
3. Penghinaan terhadap wakil negara asing di Indonesia (Pasal 143 dan 144 
KUHP).  
4. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan RI dan lambang negara RI 
(Pasal 154a KUHP).  
5. Penghinaan terhadap bendera kebangsaan negara lain (Pasal 142a).  
6. Penghinaan terhadap pemerintah RI (Pasal 154, 155 KUHP). Oleh 
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.6/PUU-V/2007 tanggal 16 
Juli 2007 kedua norma kejahatan Pasal ini telah dinyatakan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
7. Penghinaan terhadap golongan penduduk Indonesia tertentu (Pasal 156 
dan 157 KUHP).  
8. Penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum (Pasal 207, dan 208 
KUHP. 
9. Penghinaan dalam hal yang berhubungan dengan agama,  
10. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).  
11. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 
177   butir 1 KUHP).   
7. Teori Pemidanaan  
Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu:  
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 
Tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan 
absolut atas keadilan. Teori ini memandang bahwa pemidanaan merupakan 







perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini 
mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana. 
Berdasarkan teori ini bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas 
kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk 
melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada 
tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang. 
Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, 
baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan 
umum yang ditujukan ke masyarakat.  
arena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak 
yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 
kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. 
8. Teori Relatif atau Teori Tujuan  
Teori relatif berasas pada 3 (tiga) tujuan utama pemidanaan yaitu 
preventif, detterence, dan reformatif. Tujuan preventif (prevention) untuk 
melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari 
masyarakat. Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut 
melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik dan jangka 
panjang. 
Ada dua macam prevensi yang dikenal yaitu prevensi khusus dan prevensi 
umum. Keduanya berdasarkan atas gagasan, bahwa sejak mulai dengan ancaman 
akan pidana sampai kemudian dengan dijatuhkannya pidana, orang akan takut 
menjalankan kejahatan. 
Dalam prevensi khusus, suatu hukuman atau ancaman pidana ditujukan 







prevensi umum suatu hukuman atau ancaman pidana dimaksudkan agar semua 
oknum takut melakukan kejahatan. 
9. Teori Gabungan  
Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884). 
Teori ini memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena 
menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu 
kesatuan. 
Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter 
retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab 
tindakan yang salah. 
Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik 
moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di 
kemudian hari 
D. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHPidana  
  Pada waktu apa yang disebut Wetboek va Strafrecht voor Indonesie, yang 
kemudian berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1964 namanya telah diubah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. Hukum Pidana Indonesia hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana 
pokok dan pidana tambahan.  
Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana Indonesia hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu:  
hanya mengenal 2 (dua) jenis pidana, yaitu:  
1. Pidana Pokok itu terdiri atas:  
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 







d. Pidana denda; dan 
e. Pidana tambahan; 
2. Pidana Mati  
Jenis pidana ini, merupakan pidana yang terberat, pidana yang paling 
banyak mendapat sorotan dan perbedaan pendapat/pandangan. Adapun pengertian 
pidana mati yaitu Hukuman mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan 
pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang 
akibat perbuatan jahatnya.Terhadap penjatuhan pidana mati itu, KUHP membatasi 
atas beberapa kejahatan- kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 ayat (3), 124 
ayat (3) KUHP)  
3. Pidana Penjara 
Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati.  
Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana hilang 
kemerdekaan Lama pidana penjara, bisa seumur hidup dan dapat selama waktu 
tertentu, Pidana selama waktu tertentu, minimum (paling pendek) adalah satu hari 
dan maksimum (paling lama) lima belas tahun. 
Maksimum lima belas tahun dapat dinaikkan menjadi dua puluh tahun 
apabila: 
a. Kejahatan diancam dengan pidana mati; 
b. Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup; 
c. Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbaarengan, residive Pidana penjara 
selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Hal 
ini hendaknya benar-benar diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus 
perkara. Untuk menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus 







dasar yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pidana kita, yaitu batas 
maksimum penjatuhan pidana. 
4. Pidana Kurungan 
Melihat urutannya, pidana kurungan adalah lebih ringan dari pidana 
penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. 
Terpidana kurungan ditempatkan dalam keadaan yang lebih baik. Hal ini 
dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: 
a. Terpidana penjara dapat diangkut ke mana saja untuk menjalani pidananya, 
sedangkan bagi yang terpidana kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat 
diangkut ke suatu tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu. 
(Pasal 21 KUHP). 
b. Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada pekerjaan yang 
diwajibkan kepada terpidana penjara. (Pasal 19 ayat (2) KUHP. 
c. Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya 
sendiri (Pasal 23 KUHP, lembaga yang diatur dalam Pasal ini terkenal dengan 
nama pistole)  
Di samping itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari 
maksimum pidananya, dmana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek 
yaitu 1 tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan), sedangkan pidana penjara 
maksimum 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu dapat menjadi 20 tahun). 
Sebagaimana halnya pidana penjara, pidana kurungan juga mengenal 
minimum umum dan maksimum umum. Minimum pidana kurungan adalah 1 hari 
dan maksimum pidana kurungan adalah 1 tahun. 
5. Pidana Denda  
Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana 







seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk 
membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan 
yang dapat dipidana. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa 
pelanggaran atau kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap 
terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh 
orang atas nama terpidana. 
6. Pidana Tambahan 
Selanjutnya akan di uraikan pula jenis-jenis pidana tambahan sebagai 
berikut: 
a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu 
Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak 
terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak 
kehidupan, hak-hak sipil (perdata), dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, 
pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda 
dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal: 
1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim; 
2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut 
undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
b. Perampasan Barang-Barang Tertentu  
Adapun Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti halnya 
dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak lama. Para kaisar 
Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang 
bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. 
Kemudian pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan Barang-








1) Benda-benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, misal 
uang palsu;  
2) Benda-benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan untuk melakukan 
suatu kejahatan dengan sengaja, misal pisau yang digunakan terpidana untuk 
membunuh.Untuk pelaksanaan pidana perampasan barang apabila barang 
tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, dan bukan untuk dimusnahkan 
terdapat dua kemungkinan pelaksanaan, yaitu: apakah pada saat putusan 
dibacakan:  
3) Barang tersebut telah terlebih dahulu diletakkan dibawah penyitaan, ataukah 
atas barang tersebut tidak dilakukan sita. 
7. Pengumuman Keputusan Hakim  
Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim antara lain dapat 
diputuskan oleh hakim bagi para pelaku dari tindak pidana yang telah diatur di 
dalam Pasal 127, 204, 205, 359, 360, 372, 374, 375, 378, dan seterusnya, serta 
Pasal 396 dan seterusnya KUHP. Pada umumnya, putusan hakim harus diucapkan 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak 
maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman 
putusan hakim sebagai salah satu pidana. 
Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra 
dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam 
pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara 
pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, 
televisi, dan pembebanan biayanya ditanggung terpidana. 
Adapun penjatuhan pidana tambahan ini mempunyai daya kerja yang 
bersifat mencegah secara khusus, mengingat bahwa penjatuhan pidana tambahan 







sejenis. Di sisi lain, juga membuat terpidana menjadi tidak dapat melakukan 
kembali tindak pidana yang sejenis di kemudian hari, karena hampir semua orang 





A. Lokasi Penelitian  
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung bahkan 
menjadi sumber utama dalam penelitian ini, maka sepatutnya Penulis melakukan 
penelitian dengan memilih lokasi penelitian di kota Makassar. Pengumpulan data 
dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi 
penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri tersebut 
merupakan tempat diputus perkara Nomor: 915/PID.B/2012PN.MKS. Makassar 
yang merupakan objek sasaran kasus yang diangkat oleh penulis. 
Penulis juga Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan Penulis di 
beberapa tempat seperti perpustakaan daerah Sulawesi Selatan,perpustakaan pusat 
univisitas islam negeri Makassar, Perpustakaan pusat Unuversitas Hasanuddin,  
dan beberapa perpustakaan yang ada di Kota Makassar yang tentunya 
menyediakan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian Penulis. 
Penulis berusaha pula mengumpulkan teori dan asas-asas hukum dari 
berbagai literatur serta doktrin hukum dari pakar hukum ternama yang 
kompetensinya tidak diragukan lagi dalam beberapa kasus Tindak Pidana  
Penghinaan. Pakar hukum yang menjadi rujukan adalah pakar hukum dalam 
bidang pidana khususnya dalam bidang Tindak Pidana Penghinaan. 
B. Pendekatan penelitian 
Dalam  penelitian ini di gunakan metode pendekatan yuridis empiris 
adalah penelitian yang menkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan 
jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan fakta-fakta guna 
terpenuhinya  prasyarat ilmih karna hendak menganalisis dan mengetahui 





C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang di peroleh penulis yaitu ada dua macam yakni 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung melalui proses 
wawancara dari pihak yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan di 
pegadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari studi pustakaan berupa 
buku- buku dokumen purundang-undagang,hasil dari karya tulis para ahli 
hukum 
D. Metode pengumpulan Data 
1. Penelitian Literatur (Literature Research) 
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan 
teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, dan 
media cetak serta media elektronik. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan 
wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak 
yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian ini di laksanakan dengan tujuan mendiskirpsikan beberapa hal 
yang mencankup faktor-faktor yang melatar belakabelakangi tindak pidana 
penghinaan penerapan sanksi pelaku tindak pidana atau terdakwa dalam 





Penelitian ini rancagan penelitian deskriptif kualitatif. data penelitian 
berupa paparan data tentang penerapan sanksi pidana si pelaku atau terdakwa di 
pengadilan Negeri Makassar,pengumpulan data di lakukan dengan mengunakan 
teknik wawancara dan opservasi. Instumen di gunakan untuk mengumpulkan data 
berupa insterumen manusia yaitu peneliti sendiri. 
F. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh Penulis kelak akan dituangkan dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode tersebut dimaksudkan 
agar Penulis dapat menggambarkan keseluruhan data yang telah diperoleh dan 
menguraikan secara keseluruhan hasil studiliteratur. Dari studi literatur tersebut di 
hubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang ada, maka 
dianlisis dan guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh Penulis. 
Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam 
kasus putusan No. 915/Pid.B/2012/PN.Mks, menurut penulis perlu diketahui 
terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis 
Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 
G. Pengujian keapsahan Data 
Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan dengan triagulasi data.kegitan 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
          Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam 
kasus putusan No. 915/Pid.B/2012/PN.Mks, menurut penulis perlu diketahui 
terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis 
Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri 
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.untuk mendapatkan 
kebenaran sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini. 
A. Kasus Posisi 
Mardian binti Sade Alias ibu jalil, pada hari minggu tanggal 03 Juni 2012 
sekitar pukul 09.00 wita bertempat di BTN Kumala Sari Blok AC Kelurahan 
Daya Biringkanaya Makassar, telah melakukan penghinaan terhadap korban M. 
Yanti Rao. Penghinaan tersebut dilakukan berawal ketika korban M. Yanti Rao 
sedang menjemur pakaian didepan rumahanya tepat didalam pagar rumahnya dan 
pada saat itu pelaku lewat didepan rumah korban dan pelaku kemudian melihat 
terus korban dengan tatapan sinis lalu kemudian korban mengatakan kepada 
pelaku “Ibu kenapa lihat-lihat saya” namun pelaku langsung membalasnya dengan 
mengatakan “kasian de lho” dan kemudian pelaku mengeluarkan kata-kata 
menghina korban dengan mengatakan kepada korban “Perempuan Lonte dan 
binatang” dan setelah itu pelaku mengancam korban dengan cara mengangkat 
batu besar dan hendak melempari korban dan mengatakan kepada korban “sini 
mako -sini mako kau” dan setelah itu pelaku melepaskan batu besar tersebut 
sambil mengomel-ngomel dan kemudian mengambil lagi sebuah batu kecil dan 
hendak lagi melempari korban dengan batu tersebut sambil memajui korban dan 





keluar dari dalam pagar rumahnya karena merasa ketakutan setelah itu pelaku 
kemudian pergi dari tempat kejadian tersebut. 
Bahwa Pada saat kejadian tersebut, banyak yang menyaksikan kejadian itu 
ketika pelaku menghina dan mengancam korban karena pada saat itu banyak ibu-
ibu yang sedang membeli sayur dan tetangga lainnya yang beraktifitas di sekitar 
kejadian tersebut. 
Berdasarkan keterangan pelaku, bahwa ketika pelaku lewat didepan rumah 
korban untuk membeli sayur, pelaku kemudian tidak sengaja melihat korban 
sedang menjemur pakaiannya di depan pagar rumahnya dan kemudian korban 
mengatakan kepada pelaku apa liat-liat dan kemudian pelaku menjawab apa, apa, 
apa, dan setelah itu pelaku kemudian pergi membeli sayur di sekitar kejadian 
tersebut namun korban tetap ngomel-ngomel kepada pelaku dan korban kemudian 
mengatakan kepada pelaku bahwa pelaku banyak hutang. Atas perkataan korban 
tersebut kepada pelaku, pelaku kemudian melontarkan kata-kata penghinaan 
kepada korban. 
Atas kejadian tersebut korban melaporkan pelaku ke Sektor Biringkanaya 
pada tanggal 3 juni 2012 atas tuduhan tindak pidana penghinaan dan ancaman 
kekerasan. 
B. Dakwaan Penuntut Umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 
dakwaan alternatif yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 335 ayat (1) ke 
1 KUHPidana. Dakwaan penuntut umum tersebut adalah: 
Pertama 
Bahwa perbuatan terdawa Mardian binti Sade Alias ibu Jalil sebagaimana 







Bahwa perbuatan terdawa Mardian Binti Sade Alias Ibu Jalil sebagaimana 
diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1). 
Berbicara mengenai hukum pidana, tentu tidak akan lepas dari dua aspek 
pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan 
hukum pidana formil.  
Hukum pidana materil merupakan isi atau subtansi dari hukum pidana itu 
sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan 
diam.Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum 
pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu 
proses.Sebelum membahas bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus 
yang penulis teliti, maka terlebih dahulu diuraikan apa sebenarnya yang dimaksud 
dengan hukum pidana materil.  
Terkait dengan hal itu,menurut Simons menyatakan bahwa: “Hukum 
pidana materil mengadung petunjuk-petunjuk dan uraian-urian delik, peraturan-
peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (strafbaarfeit), 
penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia 
menetapkan siapa dan bagaiamana orang itu dapat dipidana”.Selain itu, penjelasan 
mengenai hukum  pidana materil juga dapat dijumpai dalam definisi hukum 
pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, yang menyatakan bahwa “Hukum 
pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 





2. menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagiamana yang 
diancamkan dalam KUHP. 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik simons maupan moeljatno 
berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam 
keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut 
telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara No. 
915/Pid.B/2012/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah 
meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-
keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari 
alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, 
ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa 
benar perbuatanya merupakan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 
310 ayat (1) KUHPidana.Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal Pasal 310 
ayat (1) KUHPidana .Terlebih dahulu penulis ingin mengomentari bagaimana 
hubungan dakwaan, tuntutan,dan putusan pengadilan dalam perkara ini ,secara 
garis besar. Terdakwa melakukan penghinaan atau  tindak pidana perbuatan tidak 
menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, hal ini untuk mengamankan 
dakwaannya dan tentu saja agar supaya terdakwa tidak divonis bebas. 
Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah 
dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan 
barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan. Kemudian penuntut umum 





didakwakan pada dakwaan pertama yaitu tindak pidana penghinaan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.  
Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Alternatif, tentu 
saja Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam 
memutus perkara ini., berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan wawancara 
langsung dengan hakim yang memutus perkara tersebut dalam hal ini penulis 
mewawancarai hakim yang ditunjuk sebagai hakim anggota yaitu Bapak J.H. 
Simanjuntak, S.H., M.H., untuk memberikan pendapatnya “bahwa kalimat “lonte 
dan binatang” masuk dalam kualifikasi delik atau tindak pidana penghinaan ringan 
dengan melihat pengertian unsur pasal Pasal 310 ayat (1) KUHPidana “menuduh 
melakukan suatu perbuatan tertentu” bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut 
dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktu terjadinya tindak pidana”. 
Terkait kasus yang penulis teliti. Hakim tersebut juga perpendaat lain  bahwa: 
“memang ada putusan mahkamah agung yang menerangkan  bahwa hakim boleh 
menjatuhkan putusan diluar dari tuntutan jaksa dengan catatan bahwa tindak pidana 
yang didakwakan penuntut umum harus sama kualifikasi deliknya, sebagai contoh 
adalah dakwaan penuntut umum penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tapi 
dalam proses pemerikasaan hakim menganggap bahwa yang lebih tepat adalah 
penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHPidana” 
Adapun pendapat hakim Bapak J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., tentang 
bagaimana hakim memutuskan pasal mana yang dilanggar dalam dakwaan 
Alternatif, yaitu: 
Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip 
dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa 





satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum tindakan mana yang 
dinilai telah berhasil dibuktikan di depan dakwaan yang dituju dan yang harus 
dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum 
tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa 
terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan”. 
Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis 
Bahas maka putusan Majelis Hakim dalam perkara No.915/Pid.B/2012/PN.Mks., 
yang memilih dakwaan pertama Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, itu karena hakim 
memandang bahwa dakwaan pertama Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, karena 
hakim memandang bahwa dakwaan pertamalah yang paling relevan dengan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan. 
Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara 
No.915/Pid.B/2012/PN.Mks., yang memilih dakwaan pertama Pasal 310 ayat (1) 
KUHPidana yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang 
harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum adalah sebagai berikut: 
a. Unsur barang siapa 
Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja 
yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan 
dapat mempertanggung jawabkan perbuatan hukum., Dalam perkara tersebut di 
atas telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa Mardiana binti 
Sade Alias ibu Jalil dengan identitas selengkapnya tercantum dalam suarat 
dakwaan yang diakui sebagai jati dirinya oleh terdakwa dan dibenarkan oleh 
dalam suarat dakwaan yang diakui sebagai jati dirinya oleh terdakwa dan 
dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di peradilan sehingga tidak ada 





Terdakwa juga menyatakan dirinya berada dalam keadaan sehat jamsani 
dan rohani sehinggga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, 
dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 
b. Unsur Dengan sengaja 
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, 
yang ditujukan terhadap perbuatan artinya pelaku mengetahui perbuatannya yang 
dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung 
pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang, barang siapa yang 
melanggar larangan tersebut,maka dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi pidana 
sebagiamana yang telah di atur dalam KUHPidana. 
C. Penerapan hukum dan sanksi Perundang- ungdangan tentang delik 
penghinaan atas kasus putusan Nomor 915/PID.B/2012/PN.MKS  
1. Unsur barang siapa 
Unsur barang siapa yang dimaksudkan adalah setiap orang atau siapa saja 
yang merupakan subjek hukum suatu tindak pidana yang dianggap cakap dan 
dapat Dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu 
terdakwa Mardiana binti Sade Alias ibu jalil dengan identitas selengkapnya 
tercantum dalam suarat dakwaan yang diakui sebagai jati dirinya oleh terdakwa 
dan dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di peradilan sehingga tidak 
ada kekeliruan (error in yang persona) terhadap orang diajukan persidangan. 
Terdakwa juga menyatakan dirinya berada dalam `keadaan sehat jamsani dan 
rohani sehinggga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, 
dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 
2. Unsur Dengan sengaja 
Menurut doktrin (ilmu pengetahuan), sengaja termasuk unsur subjektif, 





dalam hal ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung 
pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang 
Dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu 
terdakwa Mardiana binti Sade Alias ibu Jalil dengan identitas selengkapnya 
tercantum dalam suarat dakwaan yang diakui sebagai jati dirinya oleh terdakwa 
dan dibenarkan oleh saksi dalam proses pemeriksaan di peradilan sehingga  tidak 
ada kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang diajukan ke persidangan. 
Terdakwa juga menyatakan dirinya berada dalam keadaan sehat jamsani dan 
rohani sehinggga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Maka, 
dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. 
Dengan dicantumkannya suatu unsur berupa unsur subjektif dengan mana 
dikatakan bahwa suatu perbuatan kejahatan atas nama baik haruslah dilakukan 
dengan sengaja Itu berarti perbuatan kejahatan atas nama baik tidaklah bisa 
terwujud dengan suat barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 
Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah 
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 
sebagiamana yang diancamkan”. 
Dari dua pendapat ahli di atas, baik Simons maupan Moeljatno 
berpandangan bahwa orang yang dapat dipidana adalah orang yang dalam 
keadaan tertentu telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut 
telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang 
dapat dihukum. 
Berhubungan dengan itu, untuk mencapai kebenaran materiil yaitu 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya pada Putusan Perkara No. 
915/Pid.B/2012/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, telah 





keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari 
alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, 
ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa 
benar perbuatanya merupakan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 
310 ayat (1) KUHPidana. 
Sebelum menguraikan setiap unsur dari Pasal Pasal 310 ayat (1) 
KUHPidana Terlebih dahulu penulis ingin mengomentari bagaimana hubungan 
dakwaan, tuntutan,dan putusan pengadilan dalam perkara ini secara garis besar. 
Dalam kasus ini penuntut umum menggunakan dakwaan Alternatif. 
Dakwaan pertama didakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, dan 
Dakwaan  kedua  Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana. Dari dakwaan yang 
disusun, dapat dilihat adanya keragu-raguan dari penuntut umum mengenai 
apakah benar terdakwa melakukan penghinaan atau kah tindak pidana perbuatan 
tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, hal ini untuk mengamankan 
dakwaannya dan tentu saja agar supaya terdakwa tidak divonis bebas. 
Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah 
dilakukannya proses pemeriksaan berdasarkan keterangan saksi, terdakwa dan 
barang bukti yang diperoleh dimuka peradilan. Kemudian penuntut umum 
menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang 
didakwakan pada dakwaan pertama yaitu tindak pidana penghinaan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. 
Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Alternatif, tentu  
Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam 
memutus perkara ini. Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan wawancara 





yang ditunjuk sebagai hakim anggota yaitu Bapak J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., 
untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas. 
Dalam buku ke 1 KUHPidana. Dari dakwaan yang disusun, dapat dilihat 
adanya keragu-raguan dari penuntut umum mengenai apakah benar terdakwa 
melakukan penghinaan atau kah tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan 
atau dengan ancaman kekerasan, hal ini untuk mengamankan dakwaannya dan 
tentu saja agar supaya terdakwa tidak divonis bebas. diperoleh dimuka peradilan. 
Kemudian penuntut umum menuntut terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 
sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan pertama yaitu tindak pidana 
penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. 
Terhadap dakwaan dari penuntut umum yang berbentuk Alternatif, tentu  
Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua dalam 
memutus perkara ini. Berkaitan dengan itu, pada waktu penulis melakukan 
penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, penulis melakukan wawancara 
langsung dengan hakim yang memutus perkara ini, penulis mewawancarai hakim 
yang ditunjuk sebagai hakim anggota yaitu Bapak J.H.Simanjuntak, S.H., M.H., 
untuk memberikan pendapatnya tentang kasus yang penulis bahas. 
Adapun pendapat hakim Bapak J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., tentang 
bagaimana hakim memutuskan pasal mana yang dilanggar dalam dakwaan 
Alternatif, yaitu: Dalam Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya 
mirip dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidair, yaitu yang didakwakan adalah 
beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus 
dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada penuntut umum 
tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa 





Berdasarkan keterangan di atas, jika dikaitkan dengan kasus yang penulis 
bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara No.915/Pid.B/2012/PN.Mks., 
yang memilih dakwaan pertama Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, itu karena hakim 
memandang bahwa dakwaan pertamalah yang paling relevan dengan fakta-fakta 
yang terungkap dipersidangan. Apabila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim 
dalam perkara No.915/Pid.B/ 2012/PN.Mks., yang memilih dakwaan pertama 
Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak 
pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu. 
a. Unsur Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan 
menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu 
Tindak pidana atas nama baik pada dasarnya merupakan suatu tindakan, 
pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi 
atau kehormatan orang lain. Kehormatan tersendiri terdapat beberapa tafsir 
tersendiri, apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia 
yang disandarkan kepada tata susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang 
itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain ,karena dalam hal ini orang itu sendirilah 
yang dapat merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-
hal yang bertentangan dengan tata susila. 
Kehormatan sebenarnya tidaklah diberikan pengertiannya oleh undang-
undang, namun oleh Muhammad Anwar diartikan sebagai suatu perasaan pribadi 
terhadap harga diri. Sedangkan pengertian nama baik oleh muhammad anwar 
diartikan sebagai suatu kehormatan yang diberikan oleh masyarakat (kehormatan 
luar biasa) yang mana biasanya ditujukan kepada seseorang yang memiliki 
kedudukan yang tinggi. 
Kemudian, Kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari kata bahasa 





dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut 
waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah 
penghinaan biasa (ringan), misalnya: 
1. Kau pembohong; 
2. Kau pencuri dan penipu; dan 
3. Kau pemeras 
Fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa dengan adanya kata-
kata terdakwa tersebut mengatakan “lonte dan binatang” kacian de loh yang 
ditujukan terhadap perempuan Yati Rao, dari pernyataan yang dikeluarkan oleh 
R.Soesilo tersebut dapatlah kita lihat bahwa memang “niat” sebagaimana 
dimaksud diatas sudah berada dalam lapangan hukum pidana.  
Fakta yang terungkap di depan persidangan yag diperoleh dari keterangan 
saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saat kejadian 
terdakwa mendatangi saksi korban perempuan Yanti Rao dan memaki-maki 
korban dengan dan mengeluarkan kata-kata “lonte dan binatang” sehingga korban 
merasa malu, hal tersebut dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri 
bahwa benar terdakwa telah mengeluarkan kata-kata lonte dan binatang karena 
korban terlebih dahulu mengeluarkan kata-kata “kasian istri tentara banyak 
utang” dan pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut. 
Perempuan Yati Rao, dan hal tersebut bukanlah   merupakan tindak pidana 
penghinaan  sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana 
karna tuduhan tersebut hanya sebatas penghinaan ringan. 
Perbuatan yang dituduhkan tersebut harus dinyatakan dengan jelas, baik 
tempat maupun waktunya, Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan 
tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), 





hakim harus memutus terdakwa dengan putusan bebas atau hakim dalam 
putusannya memutus terdakwa dengan melanggar pasal 315 KUHPidana. Hal 
tersebut sesuai dengan putusan mahkamah agung dan hal tersebut juga penulis 
tanyakan kepada hakim yang. 
Penulis wawancarai terkait kasus yang penulis teliti. Hakim tersebut 
perpendaat bahwa: “memang ada putusan mahkamah agung bahwa hakim boleh 
menjatuhkan putusan diluar dari tuntutan jaksa dengan catatan bahwa tindak 
pidana yang didakwakan penuntut umum harus sama kualifikasi deliknya, sebagai 
contoh adalah dakwaan penuntut umum penghinaan Pasal 310 ayat (1) 
KUHPidana tapi dalam proses pemerikasaan hakim menganggap bahwa yang 
lebih tepat adalah penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 
KUHPidana”. 
Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya hakim memutus perkara 
tersebut dengan pasal 315 KUHPidana karena menurut penulis hal tersebut lebih 
tepat jika menggunakan Pasal 315 KUHPidana. namun dalam hal ini jaksa dan 
hakim keliru dalam memberikan putusan tersebut. Berkaitan dengan tindak pidana 
penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, adapun 
pendapat hakim Bapak Jhoni J.H. Simanjuntak, S.H., M.H., tentang penerapan 
Pasal 310 ayat (1) KUHPidana apakah sudah sesuai dengan tindak pidana yang 
didakwakan oleh penuntut umum atau kah Pasal 315 KUHPidana, yang lebih 
tepat, yaitu: “bahwa kalimat “lonte dan binatang” masuk dalam kualifikasi delik 
atau tindak pidana penghinaan ringan dengan melihat pengertian unsur pasal Pasal 
310 ayat (1) KUHPidana “menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu” bahwa 
perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun 
waktunya” wawancara terkait kasus yang penulis teliti. Hakim tersebut perpendaat 





putusan diluar dari tuntutan jaksa dengan catatan bahwa tindak pidana yang 
didakwakan penuntut umum harus sama kualifikasi deliknya, sebagai contoh 
adalah dakwaan penuntut umum penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tapi 
dalam proses pemerikasaan hakim menganggap bahwa yang lebih tepat adalah 
penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHPidana” Berdasarkan 
hal tersebut diatas seharusnya hakim memutus perkara tersebut dengan pasal 315 
KUHPidana karena menurut penulis hal tersebut lebih tepat jika menggunakan 
Pasal 315 KUHPidana. namun dalam hal ini jaksa dan hakim keliru dalam 
memberikan putusan tersebut. 
Berkaitan dengan tindak pidana penghinaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, adapun pendapat hakim Bapak Jhoni J.H. 
Simanjuntak, S.H., M.H., tentang penerapan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana 
apakah sudah sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum 
atau kah Pasal 315 KUHPidana, yang lebih tepat, yaitu: “bahwa kalimat “lonte 
dan binatang” masuk dalam kualifikasi delik atau tindak pidana penghinaan 
ringan dengan melihat pengertian unsur pasal Pasal 310 ayat (1) 
KUHPidana“menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu” bahwa perbuatan 
yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun 
waktunya”. itu mendengarnya, yang diakui pulah oleh terdakwa bahwa benar 
banyak orang yang mendengar. 
Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Selanjutnya, untuk 
menjatuhkan pemidanaan terhadap seseorang tidaklah cukup hanya dengan 
terpenuhinya setiap unsur dalam tindak pidana yang di dakwakan 
kepadanya.Melainkan ada hal-hal lain yang harus terpenuhi, yakni unsur 





untuk menghapus pertanggungjawaban pidana si pembuat sekaligus tidak adanya 
alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. 
Terdakwa Mardiana binti Sade Alias ibu jalil di dalam proses persidangan 
tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keadaan dan kemampuan jiwa yang 
normal. Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga meninjau apakah 
perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, berkaitan dengan 
ada tidaknya alasan pengahapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim 
tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun 
alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat 
dipertanggungjawabkan kepadanya. 
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana   
Penghinaan dalam Putusan Nomor 915/PID.B/2012/PN.MKS. 
1. Pertimbangan hukum majelis hakim 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak 
pidana  penghinaan dalam putusan No. 915/Pid.B/2012/PN.Mks., di dasarkan atas 
beberapa pertimbangan hakim, ungdang-ungdang selalu menempatkan  
keyakinaan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di 
persidangan, keyakinaan hakim  memegan peranan yang tidak kalah pentinya 
dengan upaya-upaya bukti  yang di ajukan di persidangan, bahkan keyakinaan 
hakim di letakan pembuat ungdang-ungdang di tingkat teratas, karna sebanyak 
apapun bukti yang di ajaukan di persidangan mengenai tindak pidana, kalau 
hakim tidak yakin atas kesalahan atau kejahatan yang di tuduhkan kepada 
terdakwa,maka terdakwa tidak dapat dihukum dengan berarti terdakwa dapat di 
bebaskan. 






 Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim belum bisa 
memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis 
hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan 
keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat 
bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini.  
Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu: 
a. Keterangan saksi 
1. Saksi korban M. Yanti Rao meneraangkan bahwa benar pelaku perempuan 
Mardiana Binti Sade alias ibu Jalil telah menghina ia di depan umum 
denganmengatakan kepada ia bahwa “ kamu itu perempuan lonte, 
binatang”, dan itu disaksikan dan di dengar oleh banyak tetangga korban 
di tempat kejadi; 
2. Saksi Nur Amin alis Abdullah Toft menerangkan bahwa pelaku benar ia 
melihat mendengar secara langsung dari jarak yang sangat dekat yaitu 
sekitar 3 (tiga) meter perempuan Mardiana Binti Sade Alias Ibu Jalil 
menghina korban perempuan M. Yanti Rao dengan cara berteriak-teriak 
dan memaki-maki korban dan mengatakan kepada korban bahwa “kamu 
itu perempuan lonte, dan binatang”. 
3. Saksi perempuan Hasnah Abdullah Alias mama Aisyah menerangkan 
bahwa benar ia melihat dan mendengar secara langsung pelaku perempuan 
Mardiana Binti Sade Alias Ibu Jalil telah melakukan penghinaan terhadap 
diri korban dengan cara berteriak-teriak dan memaki-maki korban dengan 
mengatakan kepada korban bahwa “kamu itu perempuan lonte, binatang”. 
4. Saksi perempuan Agustina alias mama Ogen menerangkan bahwa benar ia 





berteriak-teriak dan mengatakan kepada korban Mardiana Binti Sade Alias 
Ibu Jalil bahwa “kamu itu perempuan lonte, binatang” 
b. Keterangan tedakwa 
Tersangka perempun Mardiana Binti Sade Alias Ibu Jalil menerangkan 
bahwa benar ia telah melakukan penghinaan terhadap korban perempuan M. Yanti 
Rao dengan mengatakan kepada korban bahwa “kamu itu perempuan lonte, 
binatang”. 
c. Barang bukti 
Melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu bata yang 
diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana “pengancaman” sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 335 KUHPidana. 
Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan: 
Kesatu : Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, atau; 
Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHPidana; 
Menimbang, bahwa terlebih dahulu pertimbangan dakwaan kesatu Pasal 
310 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
2. Dengan sengaja; 
3. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia 
melakukan sesuatu; dan 
4. Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. 
Menimbang, bahwa terhdap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim 
mempertimbangkan sebagai berikut: 
Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini 





berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan penuntut umum pada 
dakwaan kesatu yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana maka dakwaan kedua tidak 
perlu dibuktikan. 
Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka terdakwa akan dijatuhi 
pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan adapun hal-hal 
yang memberatkan terdakwa  sebagai berikut: 
1. Memberatkan 
a. Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik dilingkungan masyarakat 
sebagai     seorang istri Prajutit TNI; 
b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Yanti 
Rao menjadi malu. 
2. Meringankan 
a. Antara terdakwa dan korban telah saling berdamai (terlampir surat 
perdamaian); 
b. Terdakwa adalah seorang istri dan ibu yang masih dibutuhkan kehadirannya 
ditengah-tengah keluarganya; 
c. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui perbuatannya,       
menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 
Menimbang, bahwa masa tahanan terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya 
dari masa tahanan yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa karena terbukti 
bersalah maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara 
d. Putusan majelis hakim 
1. Menyatakan terdakwa Mardiana binti Sade Alias ibu jalil  tersebut diatas 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Penghinaan” 





3. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari 
ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa melakukan 
sesuatu perbuatan dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 6 
(enam) bulan; 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar ongkos perkara sebesar 
Rp. 1.000,-  (seribu rupiah). 
e. Analisis hukum 
Menutur Penulis  sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan 
melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas 
surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. 
Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian 
selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. 
Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang 
dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, 
artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa 
dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili Hakim dalam menjalankan 
tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak 
jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan 
waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-
bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau 
selesainya satu perkara di pengadilan. 
Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan 
bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu 
menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau 





saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti 
dalam persidangan. 
Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang 
peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, 
karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan 
hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian 
yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil 
dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan 
profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus 
memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya. 
Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan 
para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta 
dua dari lima alat bukti. 
Sehubungan dengan itu, hakim dalam menjatuhkan pidana itu sekurang-
kurangnya harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. 
dengan demikian antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya 
hubungan kausa (sebab-akibat). Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP yang 
berbunyi: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman 
kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu: 
1. Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan 





Berbicara mengenai alat bukti tentu saja tidak akan terlepas dari 
penjelasan yang diberikan oleh KUHAP. Dimana, menurut Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP alat bukti yang diakui adalah: 
1. Keterangan saksi; 
2. Keterangan ahli; 
3. Surat;  
4. Petunjuk; dan 
5. Keterangan terdakwa. 
Rumusan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor: 915/Pid.B/2012/PN.Mks., yang dijadikan pertimbangan 
yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dipersidangan. Fakta yang 
dimaksud adalah dalam bentuk alat-alat bukti seperti yang dikehendaki  oleh Pasal 
184 KUHAP. Dalam persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 
Umum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti. 
f. Keterangan saksi 
Kesaksian adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan 
sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, lihat dan alami 
dan ia rasakan, ketahui dan dinyatakan di muka persidangan. Penjelasan ini 
terdapat dalam Pasal (1)  butir 27 KUHAP, yang berbunyi: 
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 
berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 
dengar  dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 
pengetahuannya itu”. 
Untuk sahnya keterangan saksi menurut KUHAP adalah sebagai berikut, 
Pasal 160 ayat (3) KUHAP 
“Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau 
janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan 





Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 
915/Pid.B/2012/PN.Mks., bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hakim 
memeriksa 3 (dua) orang saksi yaitu: 
1. Trespaat alias mama sampe; 
2. Nur Amin Bin Abdullah; dan 
3. M. Yanti Rao (saksi korban) dengan disumpah sesuai dengan agama dan 
kepercayaannya masing-masing. 
Terdapat dua indikator agar keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat 
bukti yang sah. 
Pertama, keterangan dari saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan; 
Kedua, keterangan saksi harus dibawah sumpah. 
Mengingat, adanya asas “Unus Testis Nullus Testis” yakni satu saksi 
bukanlah saksi. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP  yang 
berbunyi: 
“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. 
Penulis juga merujuk pada salah satu pasal dalam KUHAP, yakni Pasal 
185 ayat(3) KUHAP yang berbunyi: 
“Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku 
apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”. 
g. Keterangan terdakwa 
Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa itu 
dapat dilihat dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP  yaitu sebagai berikut: 
“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 
pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri 
atau ia alami sendiri” 
Lanjut dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi : 
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia 
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan 





Memahami Pasal 189 KUHAP di atas, diketahui bahwa keterangan 
terdakwa itu adalah sama dengan artinya pengakuan dari terdakwa. Pengakuan 
yang dimaksud di sini adalah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa, dengan suatu tuduhan atas dirinya mengenai perbuatan dan kesalahan 
yang diucapkan di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oleh karena itu, guna 
menentukan kesalahan terdakwa tidaklah cukup hanya dari pengakuan terdakwa 
melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. 
Dengan demikian keterangan terdakwa baru dapat menjadi alat bukti 
apabila keterangan terdakwa itu dibarengi dengan alat-alat bukti yang lain seperti 
keterangan saksi, disamping itu juga ada keterangan-keterangan dari pihak si 
korban yang membenarkan tentang pengakuan dari terdakwa. 
Menurut penulis, proses peradilan dalam putusan Pengadilan 
Negeri Makassar Nomor: 915/Pid.B/2012/PN.Mks., apabila dikaitkan 
dengan rumusan penjelasan di atas telah sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. 
Dimana, selain adanya alat bukti keterangan terdakwa, juga ada 
keterangan saksi dalam proses sidang di pengadilan sehingga telah 
terungkap fakta-fakta hukum yang membuktikan bahwa benar telah 
terjadi tindakpidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 
ayat (1) KUHPidana, namun penulis tetap berpendapat bahwa dalam 
kasus ini berdasarkan analisis penulis bahwa penerapan pasal yang lebih 
tepat dalam kasus ini adalah tindak pidana penghinaan ringan 
sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHPidana sebagaimana alasan-
alasan yang penulis kemukakan diatas. 
Bahwa, menurut hukum  jika salah satu unsur dari tindak pidana yang 





dari tindak pidana yang dituduhkan, dan dalam perkara ini, salah satu unsur tindak 
pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, maka sangatlah jelas 
bahwa tanpa mempertimbangkan unsur dari Pasal yang didakwakan kepada 
Terdakwa, judex facti telah menyatakan Terdakwa salah melakukan tindak pidana 






1. Aturan hukum dalam tindak pidana penghinaan pada pidana pada perkara 
Nomor 915/ Pid.B/ 2012/ PN. Mks.,di atur dalam pasal 310 KUHPidana 
dan pasal 315 KUHPidana Majelis hakim dalam perkara ini memilih 
dakwaan pertama yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tentang tindak 
pidana penghinaan.  
    Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan 
terdakwa dan barang bukti yang diperoleh di persidangan maka menurut 
penulis Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan 
tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan 
tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan ringan 
yang di atur dalam Pasal 315 KUHPidana. 
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pasal terhadap 
pelaku tindak pidana penghinaan dalam perkara  Putusan Nomor: 
915/PID.B/2012/PN.MKS adalah tidak tepat, majelis hakim tidak 
mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai salah satu unsur 
Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur menuduh melakukan suatu 
perbuatan tertentu sedangkan hal tersebut merupakan unsur yang 
menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan 
ataukah tindak pidana penghinaan ringan. 
    Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan majelis 
hakim dalam memutus terdakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHPidana 
sangatlah keluru. Seharunya hakim memutus terdakwa dengan Pasal 315 
(1) KUHPidana yaitu tindak pidana penghinaan ringan. 
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B. Impilikasi Penulis  
Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai 
berikut : 
1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak 
pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya 
diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan 
hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, jaksa dan 
hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur 
dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal 
tersebut dapat batal demi hukum. 
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan 
hukum, Dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak Pidana 
Penghinaan, hakim dan jaksa harus memperimbangkan dengan baik 
mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap 
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